BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 31 TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan

akuntabilitas pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan
Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Kendal, maka
Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di
Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan
kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 31
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal;

.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 ) ;

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001
tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2001 Nomor 18 Seri B No. 7) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2001
tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2003 Nomor 8 Seri B No. 4);



Menetapkan

14.

15.

16.

17.

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8
Seri C No.l, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor
13 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 138);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 31 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2017 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor
31 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi
Pelayanan Pasar di Kabupaten Kendal (Berita Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 32) diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah dan diantara angka 16
dan angka 17 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 16a
dan16b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Bupati adalah Bupati Kendal.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.



4. Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pasar.

5. Badan adalah perangkat daerah yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang keuangan daerah.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi,
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

7. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan
kegiatan jual/beli barang dan/atau jasa di kawasan
pasar.

8. Koordinator pasar adalah petugas atau staf dinas yang
ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala dinas
yang ditugaskan untuk mengelola sistem operasional
pasar.

9. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan
terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan
berbentuk kios atau los dan berbentuk lainnya yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khususnya
disediakan untuk pedagang.

10. Pasar Daerah adalah pasar tradisional yang didirikan
dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11. Kios adalah bangunan permanen beratap, berdinding
di dalam lingkungan pasar dan/atau di atas tanah,
milik pemerintah daerah yang disediakan sebagai
tempat untuk transaksi jual beli baarang dan/atau
jasa.

12. Los adalah bangunan permanen, tidak berdinding di
dalam lingkungan pasar yang disediakan sebagai
tempat transaksi/jual beli barang dan/atau jasa.

13. Tempat terbuka di luar los adalah lahan di lingkungan
pasar selain kios dan los, sebagai tempat berjualan,
bongkar muat dan kegiatan lainnya.

14. Tempat di luar pasar adalah tempat umum milik
pemerintah daerah di luar lingkungan pasar yang
dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual
beli barang/jasa atau tempat bukan milik pemerintah
daerah yang memanfaatkan keramaian
pasar/keramaian layanan fasilitas daerah yang
dipergunakan sebagai tempat untuk transaksi/jual
beli barang/jasa.

15. Lingkungan Pasar adalah area pelayanan yang
menjadi milik pasar daerah.

16. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari
menghimpun data obyek dan subyek retribusi,
penentuan retribusi yang terutang, sampai dengan
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

16a.Petugas Pungut adalah pegawai Aparatur Sipil Negara
yang diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan
retribusi pelayanan pasar.



16b.e-Retribusi adalah sistem pembayaran retribusi
pelayanan pasar yang dilakukan secara elektronik dan
non tunai dengan menggunakan sistem perbankan.

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh
pejabat yang berwenang untuk menegur atau
memperingatkan kepada wajib retribusi untuk
melunasi hutang retribusinya termasuk sanksi
administratif berupa bunga dan kewajiban lainnya
yang terkait dengan retrib usi.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang
terutang.

20. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi daerah yang menentukan jumlah kelebihan
pembayran retribusi karena jumlah kredit retribuis
lebih besar daripada retribusi yang teruatng atau
seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.

2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar diberikan tanda
bukti pembayaran oleh petugas pungut.

(2) Karcis atau kartu kendali yang merupakan dasar
pemungutan retribusi sekaligus merupakan tanda
bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) Khusus retribusi pelayanan pasar yang dipungut
berdasarkan perjanjian atau Keputusan Bupati, tanda
bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berbentuk kwitansi pembayaran yang
ditandatangani oleh petugas pungut.

(4) Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) diangkat oleh Kepala Dinas.



3. Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1
(satu) Pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 15A

(1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar dapat
dilaksanakan secara elektronik melalui sistem
pembayaran e-Retribusi.

(2) Pembayaran retribusi yang dilakukan melalui sistem
pembayaran e-Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan tanda bukti berupa struk
pembayaran.

4.Lampiran [ diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
cap ttd

MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2018 NOMOR 9



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 9
TANGGAL : 2 April 2018

FORMAT KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal
Nomor .... Tahun .........

(Penggunaan Tempat
Terbuka - di luar los)

Rp. coeiniinianns

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal

(Penggunaan Tempat Terbuka — di luar los)

Rp' 0000000

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal
Nomor .... Tahun .........

(Penggunaan Tempat
di luar Pasar)

Rp. cvevenenenns

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal

(Penggunaan Tempat di luar pasar)

Rp. ........

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ........ Tahun ......
(Penjualan Hewan)

(HEWAN BESAR/ .............. )
Rp. coeueneees

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ..... Tahun ..........
(Penjualan Hewan)
(HEWAN BESAR/ ....uuueeeeeaeees )

Rp. ®o0000000O




PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ........ Tahun ......

(Penjualan Hewan)

(HEWAN KECIL/ .............. )
Rp. ..........

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ..... Tahun ..........
(Penjualan Hewan)
(HEWAN KECIL/ ..ccvvvueeeeennnnn. )

Rp. .........

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ........ Tahun ......
(Penjualan Hewan)

(UNGGAS/ .............. )
Rp. ceerineeas

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ..... Tahun ..........
(Penjualan Hewan)
(UNGGAS/ oeeeeeeeaaeaees )

Rp' 00000000

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ........ Tahun ......
(Penjualan Jenis Tertentu)

(Penjualan Keliling
Dengan Mobil)
Rp. ceevenenns

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ..... Tahun ..........
(Penjualan Jenis Tertentu)

(Penjualan Keliling Dengan Mobil)

Rp. .........




PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal

(Penjualan Jenis Tertentu)

(Penjualan Keliling
Tanpa Mobil)
Rp. ceerineens

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ..... Tahun ..........
(Penjualan Jenis Tertentu)

(Penjualan Keliling Tanpa Mobil)

Rp. .........

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ........ Tahun ......
(Penjualan Jenis Tertentu)

(Penjualan Sepeda)
Rp. ceerineeas

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ..... Tahun ..........
(Penjualan Jenis Tertentu)

(Penjualan Sepeda)

Rp' 00000000

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ........ Tahun ......
(Penjualan Jenis Tertentu)

(Penjualan Sepeda Motor)
Rp. ceevenenns

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ..... Tahun ..........
(Penjualan Jenis Tertentu)
(Penjualan Sepeda motor)

Rp. .........




PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal

(Penjualan Jenis Tertentu)

(Jasa Usaha Kredit)
Rp. covreneees

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal
Nomor ..... Tahun ..........
(Penjualan Jenis Tertentu)

(Jasa Usaha Kredit)

Rp. .........

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal
Nomor .... Tahun .........
(Bongkar Muat Barang)
(Pick Up)

Rp. cvevenenenns

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal

Nomor ......... Tahun ...........
(Bongkar Muat Barang)
(Pick Up)

Rp. ........

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal
Nomor .... Tahun .........
(Bongkar Muat Barang)
(Truck — Engkel)

|24 o F

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal

(Bongkar Muat Barang)
(Truck — Engkel)

Rp. ........

10



PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal
Nomor .... Tahun .........
(Bongkar Muat Barang)
(Truck — Dobel)

Rp. covinienianns

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal

(Bongkar Muat Barang)
(Truck — Dobel)

Rp. ........

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal
Nomor .... Tahun .......
(Bongkar Muat Barang)
Tronton/Gandeng

Rp. covrinnnnne

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal
Nomor ...... Tahun ...........
(Bongkar Muat Barang)
(Tronton/Gandeng)

Rp' o000 0000

PEMERINTAH KAB. KENDAL

KARCIS RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

Perda Kabupaten Kendal

Nomor ..... Tahun .........
(Pemanfaatan Lahan
Pelataran Untuk Pemanfaatan
Keramaian Umum)

Rp. .........

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Perda Kabupaten Kendal

Nomor .... Tahun .......
(Pemanfaatan Lahan Pelataran Pasar Untuk
Pemanfaatan Keramaian Umum)

Rp. .........

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

11



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 9
TANGGAL : 2 April 2018

FORMAT KARTU KENDALI
COVER DEPAN

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PERDAGANGAN

JI. TMP KusumajatiTelp. (0294) 381282 KotakPos 133 Kendal 21300

KARTU KENDALI RETRIBUSI PASAR

NAIEL " & i smmmssms o it s
AlaMat & s

PASAE & vttt sommsssonemmmsnsssearanssnsasons

HALAMAN 1

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS PERDAGANGAN

JI. TMP Kusuma Jati Telp. (0298) 381282 Kotak Pos 133 Kendal 21300

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 8 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal.
Dikenakan kepada :

Nama B e s s s LI 17 L ———
Jenis Dagangan 8 e TR s et o S o by so s e s
Kios 5 collasensssoniins e e NOFE ..ot
Los R e S NG oo ne
Lesehan R S S
Ukuran A T S S e
Jatuh TeMPO:SEWE | ssmunumnairinmmmnasniisessmssssmmsisinm
BlayaAdmiSEWa) & sbsswsimesmmmmonmasin o ahmteites
Tarif Retribusi R Rl U -

Tarif Sampah O o e e T s s




HALAMAN 2 DAN SETERUSNYA

BULAN ............ TAHUN ...l
1S s D) cuvsesiicsgnmiisis 3 st
& s R . 6 sanmining.
T s R R
10 oncthmma (1 e 1989, o
13; sor BT o 1 REE VG L. covimcamtins
16/ oo Bt B8 VT i {131 S ———
19 ..ovneedeciatlodg 740 R R 71| SER——
22 nonons R s 23S MIRTM el FLiL7
D5 visssnnessiio M e 21 o
D8 ississsidiiess it R . 30 s
31 snremmmmgs
Petugas Pungut, Bendahara Penerima Koordinator Pasar
NIP. NIP. NIP.

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA
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